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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Erham, SE., MM,. Ph.D
Jabatan . Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Oni Choiruddin,SH., M.M
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Desember 2023
Pihak Kedua Pihak Pertama

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN, KEPALA PUSAT PERANCANGAN DAN
KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM,
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Oni Choiruddin, SH., M.M. ndi Erham, SE., MM.. Ph.D
NIP. 196804291997031001 NIP. 196512031986031008
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No SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TARGET A1 AN
TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1. | Meningkatnya  kepuasan | Tingkat kepuasan pengguna 3.3 Skala likert
pengguna terhadap | terhadap layanan  Pusat (1-4)
layanan Pusat | Perancangan dan Kajian
Perancangan dan Kajian | Kebijakan Hukum
Kebijakan Hukum

2. | Meningkatnya Rasio perancangan dan 90 %
pemanfaatan hasil kajian | kajian kebijakan hukum yang
kebijakan hukum oleh DPD | dimanfaatkan terhadap total
RI perancangan dan kajian

kebijakan hukum yang
dihasilkan Pusat
Perancangan dan Kajian
Kebijakan Hukum

NO KEGIATAN ANGGARAN

1 | Kebijakan Bidang Politik Rp 1.225.000.000,-

2 | Data dan Informsi Publik Rp 900.000.000,-

Pihak Kedua
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Oni Choiruddin, SH., M.M.
NIP. 196804291997031001

Jakarta, 19 Desember 2023
Pihak Pertama
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